Persyaratan Calon Perangkat Desa

(1) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat : 
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika ; 
c. berpendidikan  paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat; 
d. berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun pada saat berakhirnya pendaftaran; 
e. sehat jasmani dan rohani; 
f. berkelakuan baik; 
g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; 
h. belum pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau dalam jabatan negeri; 
i. belum pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa atau Perangkat Desa; 
(2) Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari atasan sesuai peraturan perundangan. 
(3) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil. 
(4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa lainnya disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari Kepala Desa. 
(5) Anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari pimpinan BPD. 
























JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN 
	NO.
	JENIS KEGIATAN
	WAKTU
	PUKUL
	TEMPAT

	1.
	Pembentukan Panitia Pelaksana 
	20/02/2017
	09.00
	Balai Desa 

	2.
	Penyusunan Jadwal Kegiatan 
	21/02/2017
	13.00
	Balai Desa 

	3.
	Penyusunan Rancangan Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa
	23/02/2017
	14.00
	Balai Desa

	4.
	Rapat Koodinasi Persiapan Pelaksanaan Sosialisasi
	24/02/2017
	14.00
	Balai Desa

	5.
	Sosialisasi Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa
	25/02/2017 s/d 05/03/2017
	
	Padukuhan 

	6.
	Pengambilan formulir dan blangko lainnya
	06- 10/03/2017
	08.00 s/d 15.30
	Sekretariat

	7.
	Pendaftaran Calon Perangkat Desa  
	13-21/03/2017 
	08.00 s/d 15.30 
	Sekretariat 

	8.
	Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Tanggal 22 dan 23/03/ 2017
	21/03/2017
	19.30
	Balai Desa

	9.
	Penelitian  berkas lamaran 
	22/03/2017
	10.00
	Sekretariat

	10.
	Penetapan dan pengumuman Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat 
	22/03/2017
	09.30
	Balai Desa 

	11.
	Pembekalan Calon Perangkat Desa
	23/03/2017
	09.00
	Balai Desa 

	12.
	Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Tim Penguji/ persiapan Pelaksanaan Ujian
	10/04/2017
	14.00
	Balai Desa

	13.
	Pembentukan Tim Penguji  
	11/04/2017
	12.30
	Balai Desa 

	14.
	Ujian Penyaringan/Seleksi calon Perangkat Desa
	12/04/2017
	08.00-selesai 
	Balai Desa 

	15.
	Koreksi dan Pengumuman 
	12/04/2017
	13.00
	Balai Desa

	16.
	Penyampaian Berita Acara hasil ujian Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa 
	12/04/2017
	14.00
	Sekretariat

	17.
	Penetapan Calon Perangkat Desa  SK Kepala Desa
	12/04/2017
	14.30
	Balai Desa 

	18.
	Permohonan Rekomendasi Camat 
	17/04/2017
	10.00
	Sekretariat  

	19.
	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penetapan Perangkat Desa
	19/04/2017
	13.30
	Balai Desa

	20.
	Penetapan Perangkat Desa  
	20/04/2017
	09.00
	Balai Desa 

	21.
	Rapat Koordinasi Persiapan Pelantikan
	25/04/2017
	10.00
	Balai Desa

	22.
	Pelantikan 
	26/04/2017
	09.00
	Balai Desa 
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Pendaftaran Calon 

(1) Pendaftaran calon Perangkat Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan tanpa dipungut biaya.
(2) Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diperbolehkan mendaftar satu jenis jabatan yang dikehendaki.
(3) Apabila sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup ternyata calon Perangkat Desa yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang pada setiap jabatan yang diisi,  Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 14 (empat belas) hari sejak pendaftaran ditutup dari setiap jabatan yang diisi tersebut. 
(4) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran calon Perangkat Desa yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia. 
(5) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) calon Perangkat Desa yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana membuat laporan secara tertulis kepada Kepala Desa. 
(6) Laporan Panitia Pelaksana kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri berita acara perpanjangan waktu pendaftaran. 
(7) Kepala Desa menerbitkan keputusan tentang penundaan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pelaksana. 
(8) Kepala Desa melaksanakan proses ulang penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penundaan ditetapkan. 

Pasal  5

(1) Penduduk warga negara Republik Indonesia  yang akan mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa mengajukan permohonan menjadi perangkat desa ditujukan kepada Kepala Desa. 
(2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam di atas kertas segel atau kertas bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dan harus dilampiri syarat-syarat sebagai berikut : 
a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas segel atau bermeterai Rp. 6.000; 
b. surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, di atas kertas segel atau bermeterai Rp 6.000;  
c. fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 
d. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;  
e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah; 
f. surat keterangan bebas narkotika dan obat berbahaya lainnya dari dokter pemerintah; 
g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian; 
h. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri; 
i. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri; 
j. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, bagi yang pernah menjalani pidana penjara di atas kertas segel atau bermeterai Rp. 6.000,-; 
k. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)  yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
l. Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir pejabat yang berwenang; 
m. daftar riwayat hidup; 
n. foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm berjumlah 4 (empat) lembar;
o. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil; 
p. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia; 
q. surat izin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa; dan 
r. surat izin dari pimpinan BPD bagi anggota BPD. 
(3). 	Surat lamaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu : 
a. 1 (satu) eksemplar asli; dan 
b. 1 (satu) eksemplar fotokopi. 
(4). 	Foto copy ijazah yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) c dan foto copy akte kelahiran sebagaimana pada ayat (2) d ditunjukan aslinya pada saat pendaftaran;
(5) 	Persyaratan berupa foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n berlatar belakang sama dengan latar belakang pas foto dalam KTP. 
(6). 	Pakaian calon dalam pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Pakaian Sipil Lengkap (Pakaian Jass berdasi).
(7). 	Calon Perangkat Desa yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.  


